GUNA

Radius. PRAWIRO

Adalah kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk
memahami, menghayati dan melaksanakan sebaik mungkin Garis-garis
Besar ‘Haluan Negara (GBHN) sebagai arah dan strategi perjuangan
pembangunan bangsa dan negara. GBHN dalam bentuk Ketetapan
MPR No. IV/MPR/1978 disusun oleh MPR hasil Pemilu 1977 atas
ijei'intah UUD 1945 pasal 3 yang berbunvi: “Majelis Permusyawaratan
Rakyat menctapkan ‘Undang-undang Dasar dan garis-garis besar
daripada haluan Negara.”” Sejalan dengan tekad Orde ‘Baru untuk
melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, maka selama
Orde Baru ini kita memiliki dua GBHN, ialah GBHN tahun 1973 dalam
bentuk Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 yang disusun oleh MPR
hasil Pemilw tahun 1971 dan Ketetapan MPR No. 1V/MPR/1978 yang
sekarang ini. ‘Memperhatikan bahwa MPR yang menyusun GBHN-
GBHN seperti di atas adalah hasil pemilihan umum, maka kita mem-
peroleh suatu kepastian, bahwa GBHN memang merupakan per-
wijudan  dari “kehendak seluruh rakyat dan dengan demikian
menggambarkan aspirasi dan keinginan rakyat sendiri, sesuai dengan
petunjuk Undang-Undang Dasar 1945,

Dengan ditetapkannya GBHN sebagai Ketetapan MPR (Tap No.
IV/MPR/1978), maka GBHN ini telah menjadi milik dan wajib
dilaksanakan oleh seluruh rakyar Indonesia. Oleh Xarena itulah, maka
kita semua mempunyai kewajiban untuk mempelajari dan memahami

e I
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GBHN sebagai suatu. keseiumhan karena tanpa pengertian %.er
kita tidak akan dapat berpartisipasi dalam melaksanakan dan
' 3amm suksesnya GBHN. Keberhasilan pelaksanaan GBHMN m
sangat tergantung ‘pada partisipasi dan dukungan masyarakat idan
_GBHN pada-Bab.V menandaskan, bahwa- *’Berhasilnya pembangunan
‘pasional tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta pada
mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin seluruh rakyat In-
donesia seria para penyelenggara negara. '

Hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat in-
donesia sebagal peningkatan kesejahteraan Iahir dan  Batin.
Kesejahteraan yang berkeadilan sosial sekalipns akan menegaklkan
Ketahanan Nasional dan pada gilirannya akan meratakan jalan bagi
generasi vang akan datang uniuk mencapa1 masyarakat adil dan mak-
mur berdasarkan Pancasﬂa

- Partxszpaﬂ rakyat ini dapat dilakukan dalam seluruh badang atau
bidang kegiatan kita masing-masing dan kesemuanya itu harus sesuai
dengan maksud, tujuan dan arah yang telah ditetapkan dalam GBHN
itn sendiri. .Oleh karena itu marilah kita dalami lebih lanjut mengenai
GBHN ini hingga selaku warga negara dan pengusaha-pengusaha akan
dapat mengatur dan. mengembangkan partzslpasz dengan sebaxk-
balknya : . . . .

e GHBN dxsusun berdasarkan landasan 1@:16&1 Pancasila dan korh
stitusional UUD 1945, Ini berarti bahwa Pancasila dan UUD 1945 akan
terpancar. secara jelas ke dalam GBHN dan semua bagian-bagiannya
dan selanjutnya harus tercermin dalam pelaksanaan GBHN itu sendiri.
Ini berarti bahwa berbagai kegiatan kita dalam pembangunan harus
mencerminkan dan bernafaskan semangat maupun pengertian kelima
sila..dari Pancasila dan UUD 1945, Dengan demikian kita tidak
mungkin dapat memahami dan menghayati GBHN tanpa mendalami
Pancasila dan UUD 1945,

Pengeruan apa yang harus kita berakan pada GBHN ini?: Kalau
dibaca GBHEM, maka ada tiga hal yang dacakup dalam pengertian fer-
zbut; .
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4 2. .. Sebagai Pola Umum Pembangunan Nasional, GRHN merupakan
: I}'gkaian program-program FPembangunan yang menyeluruh,
'tﬁergr_ah‘ d_a,n terpadu yang berlangsung secara terus menerus.

_ __=_ah§kéiari program-program pembangunan ini dimaksudkan un-
suk mewujudkan Tujuan Nasional seperti termaksud di dalem
mbukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu: melindungi

dan untuk memajukan kesejahieraan umum, mencerdaskan
. kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

Tujuan’ pembangunan nasional inj akan selalu tercermin pada tzhap-
tahapan pembangunan kita dengan jangka waktu 3 tahun setiap
tahapan, ialah yang disebut Pelita-pelita, di mana setiap Pelita selalu
imencantumkan sebagai tujuan:

Pertama : Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan
R seluruh rakyat yang makin merata dan adil.

-Kedua : : Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangun-

-an-berikutnya.

+25GBHIN telah memberikan petunjuk kepada kita perlunva ditem-
pulv.pembangunan jangka panjang yang meliputi 5-6 tzhapan atau
Pelita yang dimulai pada tahun 1969 dan sekarang ini kita memasuki
tahapan-ke-3 tatau Pelita III. Adapun sasaran utama Pembangunan
Jangka Panjang ini adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa
Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri
menuju. masyarakat. vang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- Pembangunan Jangka Panjang ini bertitikberatkan pada pembangunan
bidang ekonomi dengan sasaran utama uniuk mencapai keseimbangan
antara. bidang pertanian dan bidang industri, serta terpenuhinya
kebutuhan pokok Rakyat, yang berarti bahwa sebagian besar dari
usaha- pembangunan diarahkan kepada pembangunan ekonomi,
sedangkan pembangunan di bidang-bidang lainnya bersifat menunjang
dan melengkapi bidang ekonomi.

. Dengan demikian kedudukan dan peranan pembangunan ekonomi
dalam GBHN adalah sangat menentukan, karena dengan peningkatan
hacil-hasil dolam bidane elhonnrs aobam tereedin orrmeboae commde o o oo

segenap-bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
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#- Bersamaan dengan ity Pembangunan Jangka Panjang hafiié'pula
mampu membawa perubahan-perubahan fundamental dalam struktur
ekonomi Indonesia sehingga produksi nasional yang berasal dari
sektor-sektor di luar pertanian akan merupakan bagian yang semakin
besar danindustri menjadi tulang punggung ekonomi; bagi penduduk
yang hidup'dari sektor-sektor di luar pertanian semakin bertamba}l dan
komposisi’ ekspor akan berubah sehingga ekspor Indomnesia akan
semakin banyak terdiri dari bahan-bahan yang telah diolah dan barang-
barang jadi. Dengan demikian akan berarti meningkatnya ket'ahanan
ekonomi Indonesia terhadap perubahan-perubahan keadaan alarn dan
. kegoncangan-kegoncangan‘ekonomi dunia.

- Menurut GBHN, maka untuk mencapai kondisi seperti- jtu,
segenap kemampuan modal dan potensi dalam negeri harus diman-
faatkan,. yang . besar, vang sedang maupun  yang kecil. Supaya
pengerahan Segenap kemampuan dalam negeri ini berhasil, perlu
dikembangkan. kebijaksanaan serta langkah-langkah guna membantu,
membimbing pertumbuhan dan meningkatkan golongan ekonomi
lemzh. -untuk  berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga
golongan lemah ini dapat berdiri sendiri. Untuk itu kegiatan Koperasi
harus ditingkatkan, agar mampu memainkan peranan = vang
sesungguhinya dalam tata ekonomi Indonesia. Koperasi sebagai salah
satu bentuk-badan usaha vang sesuai dengan ketentuan UUDI 11945,
harus “diberikan kesempatan seluas-luasnya dan ditingkatkan pem-
binaannya; sehingga benar-benar mampu menunmkan peranan yang
sesungguhnya dalam pembangunan.

-Dengan dem1k1an pembangunan tidak hanya untuk meningkatkan
pendapatan nasional, akan tetapi sekaligus harus menjamin pembagian
pendapatan 'yang ‘merata bagi seluroh rakyat' sesuai dengan“rasa
keadilan dalam rangka diwujudkannya asas keadilan sosial sehingga di
satu ‘pihak’ pembangunan itu tidak hanya ditujukan = untuk
meningkatkan. produksi melainkan sekaligus mencegah melebarnya
jurang pemisah antara vang kaya dan yang mlskm :

Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka memecahkan
ketidakselarasan di dalam masyarakat, karena adanya selapisan ‘kecil
masvarakat dengan kedudukan ekonomi vang sangat kuatdan

[, ORI, . S VRN MU R JU. . . . S S b mai!mwé::'.r%;
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-‘besar ‘dalam kegiatan perekonomian nasional. Jelaslah bahwa pem“ .

 ‘bangunan buken seje untuk mencapai masyarakat yang makmur,

"melamkan Jjuga untuk mewujudkan masyarakat yang adil.

Z}:‘_S_lapa sebenarnya vang dimaksudkan dengan golongan ekondiﬁi
‘lemah’ ini? Tentang golongan ekonomi lemah ini, maka catatan pada

naskah uniuk GBHN menyatakan bahwa yang dimaksud dengan -
‘polongan ckonomi lemah adalah seperti yang diucapkan -

‘Presiden/Mandataris dalam pidato belian di depan Sidang Umum -
E_MPR tanggal 11 Maret 1978, yaitu; Golongan ekonomi lemah yang
sebagian besar terdiri dari pribumi. Perlu dicatat, bahwa penggunaan
istilah pribumi di sini bukannya didasarkan pada rasialisme, karena
‘demokrasi Pancasila yang kita anut memang menentang rasialisme.
‘Dari pengamatan ternyata diperoleh kenyataan, bahwa dalam
masyarakat masih menunjukkan adanya ciri-ciri ketimpangan dan
ketidakserasian, seperti yang telah disebutkan oleh GBHN sendiri.
‘Menpurut kenvataannya di dalam masyarakat terdapat selapisan kecil
'masyarakat dengan kedudukan ekonomi yang sangat kuat dan
‘menguasai sebagian terbesar kehidupan ekonomi nasional, sedang d1
lain pihak bagian terbesar dari masyarakat dalam keadaan yang lemah
Justru dari bagxan masyarakai yang ekonominya lemah inilah, sebaglan
besar terdiri dari orang-orang pribumi. Ini tidak berarti bahwa
golongan ekonomi lemah hanya terdiri dari pr;bumx semata-mata,
karena banyak pula nonpribumi yang masih -ada pada tmgkat
penghidupan yang rendah. Akan tetapi kenyataannya ialah ba‘nwa
golongan ekonomi lemah ini sebagian besar terdiri dari pribumi.

“Kalau Pemerintah menjalankan kebijaksanaan serta langkah-
langkah guna membanty, membimbing pertumbuhan dan
memngkatkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonoml
lemah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sehingga dapat
berdiri sendiri, hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan GBHN dalam
rangka memecahkan ketidakselarasan di dalam masyarakat.

GBHN telah i_henunjukkan kepada kita, bahwa Pembanguﬂéz}
Masional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan Manusia In-
donesia seutuhnya dan pembangunan seluruh Masyarakat Indonesia.

Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya menuju kemajuan
Tttt mly  fomemoet mangen  candoneg marmimalon ecehatan San
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dan sebagainya), melainkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan
‘antara keduanya. Juga pembangunan itu harus merata di seluruh
Tanah Air, bukan hanya untuk sesuatu golongan atau sebagian dari
masyarakat, tetapi untuk seluruh mesyarakat dan harus benar-benar
.dirasakan oleh seluruh Rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang
-_._bgzjkea_c_iﬂan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan
kita. . - L

. Bangsa Indonesia menghendaki keselarasan hubungan antara
manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia serta lingkungan
alam sekitarnya, keserasian hubungan antara bangsa-bangsa dan juga
keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dan mengejar kebahagizan
di_akhirat, karena kehidupan manusia dan masyarakat yang serba
selaras adalah tujuan akhir. Pembangunan nasional, yang secara
ringkas disebut masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pan-
casila. Dalam arti politik, pembangunan harus dapat memantapkan
kesadaran kehidupan politik dan keneparaan berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 bagi setiap warga negara, sehingga
dapat terjamin kelancaran usaha mencapai tujuan nasional. Persatuan
dan kesatuan bangsa harus makin diperkokoh serta makin ditegakinm-
buhkannya kehidupan vyang konstitusional, demokratis dan ber-
dasarkan hukum, Bersamaan dengan itu aparatur Pemerintah
ditingkatkan kemampuan serta kewibawaannya, hingga dapat men-
- dorong makin ‘berkembangnya kreativitas masyarakat, kegairahan
hi_dﬁp dan memperluas partisipasi rakyat dalam pelaksanaan pem-
bangunan.

. Apa yang dikemukakan di atas adalah tidak terlepas dan malahan
merupakan pelaksanaan dari suatu pandangan dan keyakinan yang kita
anut dalam Pembangunan Nasional kita, ialah apa yang disebut sebagai
Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah wawasan yang
memandang Rakyat, Bangsa, Negara dan Wilayah Nusantara sebagai
satu kesatuan utuh dan tidak bisa dipisah-pisahkan, Wawasan ini mem-
perkuat rasa kekeluargaan dan kebersamaan dalam persatuan yang
sekaligus menjelaskan makna dari Lambang Kenegaraan kita ialah
Bhinneka Tunggal Ika. Dalam Pembangunan Nasional, Wawasan
Nusantara 'r.nenc_akup' perwujudan kepulauan Musantara sebagai satn
kesatuan politik, satn kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi
dan satu kesatuan hankam, o N
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menghambat adanya perwujudan Kesatuan- kesatuan seperti yang
'd},kehendaki oleh Wawasan Nusantara. Istilah-istilah seperti priburmi -
fit 'HO'lpm"buma, penggunaan identitas secbagal warga negara
keturunan asing atau ynang biasa disebut WiNI adalah hal-hal vang tldak_
'tepat ‘dan tidak sesnai dengan konsep Wawasan Nusantara. GBHN;'_-

“falah” memberikan petunjuk supaya lebih ditingkatkan usaha—usaha-._.

pembsmmn bangse di segala bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, -
“politik ‘dan Flankam, dalam rangka usaha memperkokoh kesatuan dan
persatuan bangsa. Demi kebesaran bangsa dan negara, kita mencita-
c;takau adanya satu bangsa Indonesia yang bersatu, kuat, berfalsafan
satu 1aiah Pancasila, berbudaya satu ialah Budaya Indonesia, terdiri
dari’ warga niegara-warga negara Indonesia yang setia, taat pada dan
penuh patriotisme mendukung dan membela negara dan tanah air

Pa'a : as;la dan UUD 1945. '

Pe’me_nntah sendiri telah berusaha untuk melaksanakan petunju'_lgfc_
GBHN untuk membina golongan ekonomi lemah dengan sebaik-
haiknya dan konsisten. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 14
Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belan}a
Megara pasal 19 ayat (1) menetapkan bahwa Departemen/Lembaga
Pemerintah maupun peruszhaan-perusahaan milik negara dalarmn
melaksanakan pembelian/pemborongan harus memperhatikan keten-
tnan-ketentuan, vang mewajibkan diikutsertakannya golongan
ckonomi lemah dalam pekerjaan-pekerjaan yang nilainya sampai batas-
batas tertentu. Sampai dengan Rp. 10 juta dilaksanakan oleh pem-
borong/rekanan golongan ekonomi lemah, di atas Rp. 10 juta sampai
dengan Rp. 23 juta diadakan pelelangan antara pemborong/rekanan
golongan ekonomi lemah, di atas Rp. 25 juta sampai dengan Rp. 50
juta .diadakan pelelangan dengan memberikan kelonggaran kepada -
pemborong/rekanan golongan ekonomi lemah sebesar 5% di atas harga
penawaran dari peserta yang tidak termasuk dalam golongan ekonomi
lemah. Penentuan mengenai golongan ekonomi lemah dalam ketentuan
ini. sepenuhnya disesuaikan dengan petunjuk GBHHN, serta petunjuk
;B_ap_ak Presiden dalam Sidang Kabinet Terbatas tanggal 2 Mei 1979,
bahwa perusahaan yang digolongkan sebagai perusahaan nasional
golongan ekonomi lemah ialah vang sekurang-kurangnya 50% dari
modal  perusahaan dimiliki oleh 'pribumi dan sebagian besar dari
pengurus (Dewan Komisaris/Direksi) perusahaan adalah pribumi. Juga
Insivilsl Presiden Bepublik Indonesia Mo, B Tshun 1979 tentang
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sudkan untuk membina golongan ckonomi lemah, Khusy
gang kecil di pasar-pasar. Dalam pertimbangan Inpres tersebut
atakan, bahwa cksistensi pedagang golongan ekonomi lemah a
K it pértpkoan/ perbe_laz_ijaan/perdagaﬁgan dan/atau pertokoan perhu
dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga penguasaan tempai-tempat

egis berada pada pedagang golongan ekonomi lemah. Selanj :
- discbutkan _pula - perlunya untuk menyedizkan tempai . bar-
dagang/berusaha bagi pedagang golongan ekonomi lemah dengan
harga serendah mungkin, sehingga peranan dan partisipasi pedagang
golongan ckonomi lemal menjadi semakin lebih nyata. Pasal 9 dari In-
pres ini selanjuinya menentukan, bahwa bentuk dan konstruksi
bangunan, tata letak dan penentuan ruangan direncanakan sedemikian

rupa schingga jumlah harga untuk  masing-masing tempat
berusaha/berdagang dapat ditetapkan serendah mungkin, sehingsa
pedagang golongan ckonomi lemah dapat memiliki tempat berusaha/
berdagang yang layak. Pasal 10 menyebutkan, bahwa pengaturan pen-
jualan tempat-tempat berusaha/berdagang dalam pusai-pusat usaha
tersebut ditetapkan sekurang-kurangnya 60% dari jumlah tempat ber
dagang/berusaha untuk pedagang golongan ekonomi lemah denmgan
1arga  serendah mungkin sehingga tujuan membantu pedagang
golongan ekonomy lemah benar-benar tercapai. .

"% Kasus-kasus di atas menunjukkan kesungguhan Pemerintah untuk
membantu, membimbing pertumbuhan dan meningkatkan kemam-
puan yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemsh. Kebijaksanaan
dan langkah-langkah ini dilakukan melabii “pengaturan kegiatan-
kegiatan yang adil dan serasi antara yang kuat dan lemah, tanpa men-
ciptakan ‘" pertentangan antara keduanya. Bersamaan dengan itu,
melalui pengaturan manajemen dan pengaturan ickasi diusahakan
adanya pembauran antara pengusaha pribumi dan nonpribumi hingga
benar-benar dapat diciptakan adanya kesatuan ‘dan pérsatuan bangsa
melalui kegiatan ekonomi. Hal ini memang sesuai dengan petunjuk
GBHN vang menyatakan bahwa dalam Pelita I1I: *’Usaha-usaha pem-
bauran bangsa perlu lebih ditingkatkan di segala bidang kehidupan
dalam rangka usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa.”

. : .. Kita sadari sepenuhnya bahwa pembauran ini bukan masalah vang
mudah. . Proses sejarah yang berabad-abad dan diperkuat . pieh
kebijaksanaan : pemerintahan  kolonial vane lalu.  menimbulkan
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' éér-in'giéaii berkembang menjadi rasa permusuhan. Sudah jelas bahwa

perkembangan seperti itu tidak akan memperkuat kesatuan dan per’
satuan bangsa dan oleh karena itu tidak dapat dibiarkan begitu saja,
Adalah kewajiban semua pihak, pribumi maupun nonpribumi untuk
menyadari hal-hal di atas dan berusaha untuk mengembangkan pribadj
masing-masing menjadi warga negara yang baik yang sadar akan hak-

- hak_dan kewajiban-kewajibannya, menciptakan kehidupan yang rukun

dai bersatu berdasarkan asas kekeluargaan. Bapak Presiden pada
wakiu menyambut Penuiupan Penataran P-4 tingkat MNasional dan
Penataran BP-7 tanggal 19 Pebruari 1980, menegaskan, bahwa: "Cita
kekelnargaan menuntut kita menumbuhkan semangat kerukunan
dan keutuhan, semangat persatuan dan kebersamaan, sikap tenggang
rasa dan kesetiakawanan, sikap tolong menolong dan gotong royong.”®
Manlah kita hayati benar-benar asas dan cita kekeluargaan ini.

- Bntuk-menjamin. pertumbuhan ekonomi dalam pembangunangy
Negara memerlukan dunia usaha yang kuat. Dalam usaha menum-
buhkan dunia usaha yang kuat tersebut, Pemerintah menciptakan iklim
vang sehat yang diperlukan untuk kelancaran usaha antara lain dengan
jalan  mengusahakan ketentraman dan  keamanan usaha,
menyederhanakan prosedur perijinan’ dan sebagainva. Pengusaha
vang lemah dan kurang kuat dibantu, dibimbing dan ditingkatkan
kemampuannya supaya menjadi kuat, tanpa menghambat, apalagi
memperlemah pengusaha yang sudah kuat., Dengan demikian akhirnya
akan diperoleh golongan pengusaha nasional yang kuat dan memiliki
kemampuan untuk bertindak sebagai tulang punggung perekonomian
nasional. Partisipasi dunia usaha dalam pembangunan skonomi,
adalah sejalan dengan.Demokrasi Ekonomi yang mendasari pem-
bangunan ekonomi  kita. Demokrasi Ekonomi menghendaki
masyarakat memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Dalam hubungan ini Pemerintah berkewajiban memberikan
pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta men-
ciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Sebaliknya
dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan
bimbingan serta menciptakan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan
vang nyaia,

Duniz usaha mempunyai kewajiban untuk ikut serta mewujudkan

E
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pasal 33 UUD 1943 beserta penjelasannya vang berbunyi eragal
berikut:

(1) Perekonomian disusun scbagai usaha bersama berdasar atas asas

+kekelnargaan. s
' (2) Cabang-cabang pmdukm yvang penting bagi Negara dan vans
& menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Megara. :
(3) ‘Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di daiamnya

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar‘besamya
kemakmman Rakvat.

Adapun penjelasannya berbunyi sebagai berikut: *"Dalam pasal 33 terw
cantum dasar ‘demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua,
untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggoia
masyarakat, Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan
kemakmuran orang seorang! Sebab itu perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan Bangun pemsahaan
yang sesuai dengan itu ialah koperasi, 7

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran
?;agl semua orang! Sebab ity cabang-cabang produksi yang penting bagi
Negara dan vang menguasai hajat hidup orang banyak harus dzkuasal
oleh Negara Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang
seorang yang bérkuasa dan rakyat vang banyak ditindasnya. Hanya
perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup crang banvak boieh ada
di tangan orang Secrang.

‘Bumi dan air dan kekavaan alam yang terkandung dalam bum.x
adalah pokok-pokek kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai
oleh Megara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat’. :

GBHN telah memperlengkapi pengertian Demokrasi Ekonomi i 1n1
dengan m&ngemukakan sebagai berikut:

" Demokrasi Ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan
memiliki ciri-ciri positif sebagai berikut:

1) Perckonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas
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-'.:;.-"Buml dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:
~dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besamyafi
“kemakmuran Rakyat. ;

_umberwaumber kekayaan dan keuangan Negara dxgunakan'-' .
ngan permufakatan Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat, serfa
pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada Lembagau
“lembaga Perwakilan Rakyat pula.

. dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan
- ;..penghldupan yang layak.
6)...Hak milik perorangan diakui dap pemanfaatannya tidak boleh:
wonbertentangan dengan kepentingan masyarakat. -

7) “‘Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap Warga Negara dlperkem—:
#“'bangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merug1kan='
Reges %kepentmgan iteoitive R

8)"  Fakir-miskin ‘dan anak.anak vang terlantar dipelihara oleh'
MNegara.”’

' Selanjutnya ditegaskan, bahwa dalam Demokrasi Ekonomi harus
dihindarkan ciri-ciri negatif sebagai berikut:

1. Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi

terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indo-

" nesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struk-
tural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.

2. Sistem efatisme dalam mana Negara beserta aparatur ekonomi
' ‘Negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan poten51
~ dan daya kreasi unit-unit ekonomi di uar sektor Negara.

3. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk
. monopoli yang meruozkan rnasyarakat.

Dan pasai 33 UUD 1945 beserta penjelasannya dan dari GBHN
dlketahul bahwa ada tiga bentuk usaha yang mengambil peranan pen-
ting dalam tata perekonomian atas dasar Demokrasi Ekonomi. Ketiga
bentuk usaha tersebut adalah Perusahaan Negara, Perusahaan Swasta
dan Koperam Dilihat dari pembagian sektoral, maka kehidupan
ekonomi kita dapat dlbagx men}ad1 txga sektor 1a1ah Sektor Negara,

e L TR -

Warga Negara memiliki kebebasan dalam memxhh pekerjaan ycmg_ o
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- bangunan Nasional kita. Dari ketiga sektor di atas Pemermtah
_ menyadarl sepenuhinya bahwa Sektor Koperasi yang paling ketmgga}an
embangannya dibandingkan dengan kedua sekior vang lain. T i
galnya Sektor Koperasi ini dapat difahami, karena Sektor Kepe ~asi
‘pada _hakekatnya adalah Sektor Rakyat yang masm memiliki herbagai
. kelemahan dalam arti ekonomi maupun. sosial, Kebijaksanaan pem—'
bangunan, pada Peliia-Pelita yang lalu memang secara sadar masih
iarahkan kepada terciptanya pertumbuhan ekonomi sesuai dengan
" Writan Trilogi Pembangunan pada wakta itu, yang merupakan lan-
dasan kebijaksanaan pembangunan dalam Pelita-1 dan II. Pertum-
Buhan ekonomi memang sangat diperlukan untuk menyusun kemam-
puan memperoleh sumber-sumber pembangunan yang lebih luas bagi
peningkatan pembangunan di berbagai bidang. Strategi pembangunan
seperti itu-ternyata berhasil dan menjelang - memasuki Pelita 111, maka
strategi pembangunan kita sudah dapat ditekankan kepada pernerataan
sesuai dengan susupan Trilogi dalam Pelita IIT yang memiliki urutan
sebagai berikut:

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menu;u pada
T "*termptanya keadilan sosial bag1 seharuhs rakyat

2. _ Pertumbuhan ekonoml yang cukup tinggi.”
3. Stablhtas nasxonal yang sehat dan d1nam15

» Dalam usaha memngkatkaxa pertumbuhan ekonomi selama Pel;ta~
Pehta yang lalu, maka Sektor-Negara dan Sektor Swasta telah mem-
peroleh dan melakukan peranan yang besar dan bersamaan dengan itu
telah menikmati secara proporsional hasil- hasil dari pertumbuhan itu
sendiri, Daiam rangka memasuki Pelita 1l yang menekankan
pemerataan maka Sektor-sektor Negara dan Sektor Swasta yang lebih
kuat ini menurut gzhrannya diharapkan dan malahan dituntut untuk
bersama-sama dengan Pemerintah membantu dan menunjang Sektor
Rakyat yang masih lemah untuk dapat tumbuh lebih cepat dan mem-
perkuat dlrmya, hingga pemerataan dan pertumbuhan dapat ber]alan
dan’ berkembang bersama-sama. Ada pihak-pihak yang beranggapan
bahwa pemerataan dan pertumbuhan ekonomi adalah dua hal yang
be tentangan ‘dan tidak mungkin berjalan bersamaan Kita sadari bah~
wa antara pemerataan dan pertumbuhan dapat terjadi konﬂ1k~konﬂ1k
e L e s b Sty Aan tidak nisah mempertentanskan
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- ydng ‘setinggi-tingginya. Justru karena itulah maka Trilogi Pems

‘bangunan: ‘dalam Pelita III menggunakan istilah: *’Pertumbuhan -

ekonomi yang cukup tinggi’’ dan Pemerintah sendiri menetapkan per=
- tumbubhan ekonomi dalam Pelita IIT lebih rendah dari Pelita 11, ialah

 6,5%:per-tahun dalam Pelita 111 sedangkan dalam Pelita I pertum»l S
: buhan tersebut adalah sekitar 7%, /

III akan sangat menentukan adanya keserasian, keselarasan dan:

o keseimbangan dalam kehidupan kita pada masa ini, bersatu dan dijiwai

oleh semangat kekeluargaan. Untuk membuat pemerataan ini lebily
efektif:dalam pelaksanaannya, maka oleh Pemerintah unsur Trilogi
yang pertama, ialah Pemerataan, telah dijabarkan lebih lanjut menjadi -
8 (delapan) J alur Pemerataan ialah: :

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak:
- 'khususnya pangan, sandang dan perumahan.

II:‘::._Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelza;yanan=
kesehatan.

. Pemerataan pembagian pendapatan,

.. Pemerataan kesempatan kerja.

i Pemerataan kesempatan berusaha.

Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan’
. khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.

7 Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh Wilayah Tanah
. Air.
8.: -Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

v b

o Kedelapan jalur pemerataan ini merupakan strategi yang penting
sekah untuk meratakan jalan ke arah terwujudnya Demokrasi.
Ekonorm, seperti yang dikehendaki oleh UUD 1945 dan GRHN.
Strateg1 pemerataan dari GBHN, khususnya uniuk Repelita III telah,
membenkan kesempatan pula kepada Pemerintah untuk meningkatkan
pembmaan Sektor Koperasi guna mengejar ketinggalannya. GBHN
telah menegaskan bahwa Koperasi sebagai salah satu bentuk badan
usaha yang sesual dengan ketentuan UUD 1945, harus diberikan
kesempatan seluas-luasnya dan ditingkatkan pembinaannya secara
honsontai dan vertlkai semngga benar-benar mampu menunalkan"

1o dnngat bahwa susunan Trilogi Pembanguﬁan e ?611taff' o
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pilan: manajemen, pemupukan modal dari anggota Koperasi agar
Koperasi -sungguh-sungguh -menjadi salah satu wadah utama untuk
membina kemampuan usaha golongan ekonomi lemah dan wahana .un-
tuk-meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Bapak Presiden
Socharto dalam rangka penutupan Penataran P-4 tingkat Nasional: dan
Penatar BP-7 telah menggambarkan hari depan Koperasi dengan
mengemukakan, jika Koperasi telah kuvat dan berakar dalam
:ﬁ syarakat maka Koperasi pasti akan menjadi sokogurn ekonoma.
nasional kita dan menjadi pemilik-pemilik sendiri dari perusahaan?
perusahaan besar maupun kecil. -

Berbagaz kebijaksanaan dan langkah telah diambil oleh Pemerm—-
tah untuk memajukan Koperasi.. Untuk memajukan Koperasi={Jnit
Desa (KUD) di daerah pedesaan, telah dikeluarkan Instruksi Presiden
No. 2 Tahun 1978 tentang BUUD/KUD, yang dilengkapi dengan ber-
bagal Surat Keputusan Bersama Menteri-menteri yang bersangkutan
dan Instruksi-instruksi Bersama Direktur-direktur Jenderal dan
Instansi-instansi yang lain, supaya KUD dapat berkembang sebaga1
organisasi ekonomi dari rakyat, oleh rakvat, uniuk rakyat pedesaan
dan sekaligns menjadi pusat pelayanan dan inti perkembangan
perekonomian pedesaan. Berbagai kebijaksanaan Pemerintah- felah
diambil untuk memberikan peranan kepada KUD-KUD seperti
menyalurkan sarana-sarana produksi (pupuk, obat-obatan, bibit,
peralatan) bagi program Bimas/Inmas, pemanfaatan KUD-KUD untuk
membantu Pemerintah membeli komoditi pangan (beras, jagung,
kacang kacangan) untuk keperluan stock nasional dan sekahgus
mengamankan harga dasar untuk melindungi petani, pembelian garam
rakyat melalui KUD, pemanfaatan kapal trawl oleh KUD, pengem-
bangan Koperasi Listrik, Koperasi Pengangkutan, penyaluran
beberapa barang kebutuhan pokok melalui KUD dan sebagainya.
Kebuaksanaan yang . akhn akhir ini dlambzi oleh Pemerintah xalah
mengatur tata niaga cengkeh hasil produksi daldm negeri atas dasar
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 1980. Dalam_
Keputusan Presiden ini ditentukan ‘bahwa untuk melindungi petam_
produsen cengkeh, maka pembelian/ p\,ngumpuian cengkeh dari petani
dilakukan hanya oleh KUD yang telah diseleksi dengan harga dasar
yang dxaLur oleh Menteri Perdagangan dan Koperasi. Dengan, Surat_
Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 28/Kp/1/ 1980
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'péleiangan ini juga ditetapkan harga dasar lelang dan apabila harga
~ lelangjatuh.di bawah harga dasar lelang, maka tidak ada pemenang
- lelang dan stock cengkeh yang ada ditampung oleh Persero Niaga yang -
) ditun'uk, dengan harga sama dengan harga dasar lelang. Kebijaksanaz

an mengenai tata niaga cengkeh ini akan dijadikan pola kebijaksanaan’ =

: 'Pememntah untuk mengatur tata niaga komoditi-komediti yang lain

dan' langkah-iangkah yang diambil oleh Pemerintah selalu diperleng-
kapz dengan kebijaksanaan perkreditan yang memadai, hingga kebijak-
sanaan vang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efekiif. Selurnh:
kebijaksanaan yang diambil seperti disebutkan di atas, harus difahami
sebagai g usah_a Pemerintah untuk.. memperkuat Sektor Koperasi.:

Memngkatnya kemampuan Sektor Koperasi akan memungkmkan
ker;a sama antar-Sektor menjadi lebih wajar. Kerja sama yang serasi
dan tepat akan memberikan kemanfaatan dan menguntungkan semua
pihak, termasuk Negara dan Pemerintah sendiri. Masing-masing peser-
ta ker;a sama akan memperoleh kesempatan-kesempatan yang baru
da_n leblh luas dalam arti investasi, manajemen, prosessing dan pema-
saran, Pemerintah telah memberikan isyarat yang jelas mengenai ker]a
sama ini antara lain dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA)
maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sepanjang me-
nyangkut kegiatan ekonomi rakyat supaya diadakan kerja sama dengan
Koperasi. Juga perusahaan milik negara dan swasta yang akan menjual
sahamnya supaya memberikan kesempatan pertama kepada Koperasi
untuk memilikinya. Ditinjau dari segi nasional, maka akan dapat
dihimpun menjadi lebih kokoh potensi ekonomi nasional vang tersebar-
sebar, menjadl kesatuan yang lebih kuat dan efekiif dan didukung oleh
basis” yang lebih lebar, ialah kelompokwkelompok dalam masyarakat
sendiri “yang diwakili oleh’ Koperasi-koperasi. Dengan bekerja sama
seperti itu Asas Usaha Bersama dan kekeluargaan dalam Pembangunan
Nasional dapat dijabarkan dan dikembangkan secara efektif dan
menurut ‘gilirannya akan memperkokoh ‘Ketahanan Nasmnal dalam
bidang ekonomi. Pada saat ini Pemerintah sedang mempersiapkan
suatu Peraturan Pemerintah yang akan mengatur kerja sama yang
serasi-antara“Koperasi dengan perusahaan milik negara, dan dengan
usaha swasta, hingga kerja sama antar-Sektor yang begita pe’n‘i}ing itu

kopra, kopi, karet, lada dan sebagainya. Setiap kebijaksanaan =~
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- Gabungan kemampuan dan potensi nasional di bidang ekonoml
secara terpadu sangat diperlukan untuk memecahkan secara bersama
berbagai masalah ‘dalam ‘pembangunan. Suatu masalah yang ‘periu
'dlkemukakan di sini adalah masalah dana-dana untuk investasi. Seperti
'-yang «telah - disebutkan ~dalam- GBHN, * Pembangunan Nasxonai
memerlukan investasi dalam jumlah yang besar, yang pelaksana'
harus berlandaskan kemampuan sendiri sejalan’ dengan asas kepep
cayaan pada diri sendiri; “sedangkan bantuan luar negeri merupakan
pelengkap. Oleh karena itu’diperlukan usaha yang sungguh- sungguh
untuk: mengerahkan: dana-dana investasi yang bersumber - “pada
tabungan masyarakat, tabungan Pemermtah serta penerimaan ‘devisa
vang berasal dari ekspor danjasa-jasa penyerahan dana-dana inwvestasi
tersebut harus ditingkatkan dengan cepat sehingga peranan bantuan
luar negeri yang merupakan pelengkap tersebut semakin berkurang dan
pada akmrnya Jmampu - memblaym sendiri seluruh pembangunan

Daiam Repehta III-- ini, untuk mencapa1 pertumbuhan ekonom1
rata—rata 6 3% .. _setahun dlperlukan investasi modal untuk pem-
bangunan sebesar 24%, darl produksi nasional, di antaranya 19% dari
sumber dalam negeri atau 79% dari seluruh investasi yang d1periukan
Slsanya (21 %) harus dlke;:ahkan dari luar negeri. o

_ Mengmgat pentmgnya mvestasz untuk pembangunan maka
Pemerintah akan terus berusaha mencaptakan iklim yang memadai un-
tuk mendorong penmgkatan investasi swasta dan bersama-sama dengan
Pemermtah dapat mencapai Jumiah investasi yang diperlukan.

Dalam hubungan 1tu sudah barang tentu klta harus terus
menymgsmgkan lengan baju dan tetap mengeratkan ikat pinggang.
Kita harus melanjutkan kerja. keras dan tekun, serta hidup berhemat
dan pnhatm untuk mempmdukm lebih besar dan berkemampuan yang
lebih meningkat untuk. menmgkatkan kesejahieraan bersama. Dan un-
tuk itulah maka kita melakukan pembangunan dan pembangunan
memerkukan parﬁs:paa seluruh masyarakat. ot

Adaiah tugas dan kewajiban maiahan hak seluruh warga negara:
Indonesza untuk ambll bagian dalam pembangunan 1m mengerahkaﬂ
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